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Abstract: Islamic economy in the process of fulfilling human needs in addition to supply and 
demand factors is also strongly influenced by rules and principles and value frameworks 
originating from the Qur'an and Hadiths, so that in the process of fulfilling it besides thinking 
economic benefits also pay attention to certain factors may or not. There are a number of 
Islamic economic principles which are given: Justice, the prohibition of usury, prioritizing 
buying and selling, please howling, the prestige element. These principles are taken into 
account and the value framework is in an effort to meet human needs. In addition, in the 
concept of Islamic Economics there is no known component of interest which is only a system 
of profit sharing. 
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Pendahulun 
Perkembangan Ilmu ekonomi dilihat dari sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan 
budaya dan sosial masyarakat, yang nantinya baik secara langsung maupun tidak akan berpangaruh 
pula terhadap perkembangan sistem perekonomian, karena baik sistem sosial ataupun budaya serta 
perekonomian tetap menempatkan manusia sebagai pelaku atau subjek didalamnya. 
Sebagai mana diketahui ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan 
manusia, yang dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem 
budaya dan sosial, yang menurut Robert L. Helbroner dalam bukunya The Making Of Ekonomic 
Society menyatakan bahwa perkembangan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan manusia didasarkan 
pada tiga macam sistem atau type of system yaitu, Tradisi, Komando dan pasar. 
Pemenuhan kebutuhan manusia sudah menjadi fitrah bahwa kebutuhan manusia tidak tak 
terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas, wujud dari pemenuhan kebutuhan ini 
pada dasarnya bisa dicapai dengan tiga macam sistem diatas. Adanya kenyataan yang bertolak 
belakang ini kemudian menimbulkan berbagai pemikiran-pemikiran yang kelak pemikiran ini akan 
menjadi salah satu dari sekian teori yang dikembangkan dan kemudian diberi nama “Ilmu Ekonomi”.  
 
Perbedaan Ekonomi Islam & Konvensional 
Sebagai mana telah dibahas diatas bahwa yang menjadi faktor  ekonomi adalah pada sisi 
manusia, terutama tentang kebutuhan dan proses pemenuhan terhadap kebutuhan manusia tersebut, 
sehingga salah satu titik pembeda tersebut dapat kita lihat dari faktor manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya tersebut 
Dalam sistem ekonomi konvensiomal proses pemenuhan  kebutuhan  dilakukan dengan 
pendekatan suplai dan demand.  Disamping itu untuk beberapa mazhab seperi libelarisme yang paling 
dipentingkan oleh mereka adalah bagaimana membuat dan menguasai sumber daya tanpa 
mempedulikan akibat yang terjadi yang terpenting adalah pada kebutuhan peseorangan karena 
menurut mazhab ini kepentingan perseorangan sangat diperhatikan, sehingga pada mazhab ini hak-hak 
orang lain sangat tidak diperhatikan yang terpenting bagi penganut konsep ini adalah keuntungan 
sebesar-sebesarnya kadang mengabaikan etika dan moral, sehingga ekonomi adalah ekonomi dan 
tidak ada hubungannya dengan gereja/agama.  
Faktor yang lain adalah pada aspek penerapan “bunga”  yang menjadi instrumen utama dalam 
operasional pemenuhan kebutuhan manusia, meskipun pada awal-awal  perkembangan ekonomi 
seperti  Plato dan Thomas Aquinas yang masih lekat dan dekat dengan  atau  tidak memisahkan antara 
ajaran “Gereja“ masih melarang pemberlakuan bunga pada proses ekonomi. Pada Mazhab lain 
pendukung kesejahteraan  seperti “Keynes”  dalam upaya pemenuhan kebutuhan masih 
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mempertimbangan etika dan moral atau akibat yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan 
tingkat kesejahteran manusia. Jadi pada intinya tidak ada kerangka nilai yang memberikan  kerangka 
nilai  sehingga faktor “keumuman“ yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 
Perbedaannya dengan ekonomi Islam dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia  disamping 
faktor Suplai dan Demand juga sangat dipengaruhi oleh peraturan  dan prinsip serta kerangka nilai 
yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadist, sehingga dalam proses pemenuhannya disamping berpikir  
keuntungan secara ekonomi juga memperhatikan faktor faktor tententu  boleh dan tidak. Berikut ini 
ada bebepa prinsip ekonomi Islam diantarnya adalah: Keadilan, Pengharaman riba, Mengutamakan 
jual beli, Tolong melolong, unsur prestatif.  Prinsip-prinisp inilah yang dijadikan pegangan dan 
kerangka nilai dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu dalam konsep 
Ekonomi Islam tidak dikenal yang namanya komponen “Bunga” yang  terdapat hanya sistem bagi 
hasil. 
 
 
 
Untuk memudahkan perbedaan  dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Ciri Ekonomi Islam dapat dijelaskan melalui beberapa konsep tentang alam yang diciptakan 
Allah SWT dan kebebasan bagi manusia untuk memilikinya, memanfaatkannya berdasarkan 
penjelasan sebagai berikut: 
1. Harta Adalah Milik Allah. 
Allah menciptakan alam jagat raya dan seisinya. Untuk itu milik Allah segala yang ada dialam 
raya ini. (Q.s. 57: 1,2,3: 2: 29). 
2. Alam Semesta Sebagai Amanat Bagi Manusia 
Alam Raya dan seisinya dalah milik Allah, diciptakan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. 
(Q.s. 2: 29: 28: 77: 54: 25: 11: 6). Jadi manusia diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk 
memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi perlu diingat bahwa kepemilikan harta tersebut sifatnya 
sementara, agar manusia yang memiliki harta tersebut lebih dekat kepada Allah dan dapat berbuat 
amal sebanyak-banyaknya selama hidup. Jadi Islam sangat mengakui hak individu. 
 3. Di dalam harta yang dimiliki Ada Sebagian milik Orang lain. 
Kalau seorang manusia dapat memiliki harta sebanyak-banyaknya, karena ia dapat bekerja keras 
dan mendapatkan berkah dari Allah SWT, maka dalam harta yang dimiliki terdapat bagian atau 
harta orang lain. Untuk itu sebagian harta harus dkeluarkan sebagai sedekah/zakat dalam rangka 
membersihkan dan pemerataan kekayaan ( Qs. 92 : 18).  
3. Menafkahkan harta di Jalan Allah. 
Harta yang kita  miliki  hasil kerja keras kita hendaknya dimanfatkan hanya dijalan Allah. Kita 
berharap Allah akan meridhai  dan memberkati segala harta yang kita miliki tersebut ( Qs. 57 : 24: 
33 2: 267) 
4. Allah Melipatgandakan 700 Kali. 
Dalam Islam bagi seseorang yang mendapatkan harta kemudian akan dimanfaatkan, maka perlu 
memperhatkan ayat ini (Qs. 2: 261): 
a. Allah menyuruh kita untuk memilih usaha yang mempunyai prospek yang tinggi. 
b. Allah akan melipat gandakan harta yang diberikan dengan ikhlas dijalan Allah. 
 
Prinsip Ekonomi Islam 
Dalam menjalankan ekonomi Islam apapun bentuknya maka hendaknya segala praktek 
ekomomi Islam tersebut harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dibawah ini : 
 
1. Larangan Riba 
Riba dalam Islam haram hukumya, dengan dasar sebagai berikut : 
a. Q.S. Al Baqarah (2) : 275 –279, yang artinya: “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba 
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan 
penyakit gila). Kepadaanya mereka yang demikian itu,  adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu orang itu terus berhenti  (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu( sebelum datangnya larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. 
Orang yang mengulangi  (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka: mereka 
kekal didalamnya. 
b. “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak  menyukai  setiap orang 
yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. 
c. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh  mendirikan sholat dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi  Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran  
terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati “. 
d. Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba  (yang belum 
dipungut)  jika kamu orang-orang yang beriman”.  
e. Q.s. Ali Imran ( 3); 130, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapatkan keuntungan. 
f. Q.S. Ar- Rum ( 30) : 39, yang artinya :  dan segala sesuatu riba ( tambahan)  yang kamu 
berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak  menambah disisi  Allah. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah oarang-orang yang melipatgandakan ( pahalanya). 
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2. Mengutamakan dan Mempromosikan Jual Beli 
 
Perhatikan: 
a. Q.S. Al Baqarah (2):275 yang menyatakan: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.” 
b. Q.S.  An Nissa (4): 129, Menyatakan: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan pergiagaan yang berlaku 
suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah 
maha penyayang kepadamu.” 
c. Perhatikan pula Q.S. Faathir (35): 29-30; As Shaff (61) 10-11; dan At-taubah (9): 111. 
d. Hadist Riwayat Al-Bazzar: “Bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Mata pencaharian apakah 
yang paling baik? Seorang pekerja yang dengan tangannya sendiri  dan setiap  jual beli dengan 
mulus dan bersih”. 
e. Hadist riwayat tarmidzi dan hakim:”Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama 
para nabi, dan orang-orang erpercaya (benasr) dan para syuhada”. 
f. Hadist Riwayat Buchari : “Allah mengasihi orang yang longgar/toleran apabila menjual, dan 
aabila membeli dan menagih hutang"” 
3. Keadilan 
 
Dengan dasar: 
a. Q.S. An Nisa (4): 145, yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 
pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekalian tidak akan mendapatkan 
seorang penolong pun bagi mereka. 
b. Q.S. Huud (11): 84-87, yang artinya: “dan kepada penduduk masyan (kami utus) sudara 
mereka Syu’aib.  Ia berkata: “hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu 
selain dia. Dan janganlah kamu kurangi yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir 
terhadapmu akan azab hari yang membinasakan”. 
Dan Syua’ib berkata : “ Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan 
adil, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka dan janganlah kamu 
membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”. 
Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik lagi bagi kamu jika kamu  orang-orang 
yang beriman. Dan aku bukanlah orang penjaga atas dirimu. 
Mereka berkata: “Hai syua’ib apakah sholatmu menyuruh kami agar meninggalkan 
apa yang kami sembah  oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa  yang 
kami  kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu seorang yang sangat penyantun lagi 
berakal”. 
c. Q.S. An-Nahal (16) : 90, yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil 
pelajaran. 
d. Perhatikan Q.S.  Al-Israa (17): 16: 35; An-Nissa(4) 160-161 al-An’am (6) :151. 
  
4. Kebersamaan dan Tolong Menolong 
 
Q.s. Al-Maidah (5): 2, yang artinya “Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 
5. Saling Mendorong Untuk meningkatkan Prestasi 
 
a. Q.s. An Najm (53): 39-41, yang artinya: “dan bahwasannya seorang manusia tidak 
memperolah selain apa yang diusahakanya”. 
“Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya”. “kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”. 
b. Q.s. Al Mulk (67): 15 yang artinya “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 
maka berjalanlah diatas segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-nya dan hanya 
kepada-Nyalah kamu (kembali) dibangkitkan”. 
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c. Q.s. Al-Qashash (28): 77, yang artinya “Carilah apa saja yang telah dianugrahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiannamu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.  
d. Perhatikan Q.s. Al-Ashr (103) 1-3; Al Araaf (7): 10 Al Jumu’ah (62): 10 dan An Nisa (4): 32 
Al Baqarah (2): 212. 
e. Hadist riwayat Tharani yang artinya: “Bila kalian telah selesai sholat subuh, janganlan kalian 
tidur, lalu mencari rezkilah kalian”. 
f. Hadist riwayat Thabrani yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian 
berusaha, maka hendaklah kalian berusaha”. 
 
Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah 
1. Prinsip Utama 
Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat 
modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan ajaran Al Qur’an dan Hadis 
yaitu: 
a. Prinsip Al Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota 
masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an: 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan 
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS 5:2) 
b. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur 
(idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, 
sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur’an: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu…” (QS 4:29) 
Perbedaan pokok antara Perbankan Islam dengan Perbankan Konvensional adalah adanya 
larangan riba (bunga) bagi Perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang sedangkan jual beli (Al 
Bai’) dihalalkan. 
Sejak dekade tahun 70-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan 
bank-Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dari pendirian bank-Lembaga Keuangan Syariah ini 
pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip 
syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain yang 
terkait. 
Prinsip utama yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah: 
a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, 
b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang 
sah menurut syariah, dan 
c. Memberikan zakat. 
Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang 
dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi 
kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat 
menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah SAW telah menyadari 
kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter (Bai’al Muqayyadah), 
dimana barang saling dipertukarkan. 
 
2. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah 
Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia 
untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain. 
Baik dalam bentuk penyertaan (equity financing) maupun dalam bentuk pinjaman (debt 
financing). 
Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-
akad bagi hasil (Profit and Loss Sharing), sebagai metoda pemenuhan kebutuhan permodalan 
(equity financing) dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt 
financing), dengan produk-produknya sebagai berikut: 
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a. Produk Pembiayaan (Financing) 
 1) Equity Financing 
Ada 2 macam kontrak dalam kategori ini, yaitu: 
a) Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) 
Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan 
bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah 
perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah badan hukum (Legal Entity). Setiap pihak 
memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan 
mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. 
Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara 
proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan 
yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian 
itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. 
Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau 
proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau 
modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga ditetapkan 
pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. 
Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain 
sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah 
yang disebut dengan Musyarakah al Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan 
adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan 
lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil 
alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada 
mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan 
modal yang tetap. 
b) Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 
Kontrak mudarabah adalah juga merupakan suatu bentuk Equity Financing, 
tetapi mempunyai bentuk yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharbah, 
hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia modal 
(Shahib al Maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak mudharabah, 
seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit 
ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan 
perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal. 
Dalam hal objek yang didanai, ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak 
tersebut dinamakan Mudharabah al-Muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut 
dengan tujuan yang dinyatakan secarakhusus untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat 
projek sudah selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia 
modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian, 
maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan lembaga keuangan dalam 
kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi entrepreneur 
(Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung, atau dapat sebagai 
penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka 
beri dana. 
2) Debt Financing 
Kalimat Al Qur’an “...Allah menghalalkan jual beli (al bai’) dan melarang riba…” 
(QS 2:275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit Islam. 
Istilah jual beli memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe kontrak pertukaran, 
kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah. Al Bai’ berarti setiap kontrak pertukaran 
barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang (termasuk uang) dan jasa yang lain. 
Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera 
(cash) atau dengan tangguh (deferred). Oleh karenanya syarat-syarat Al Bai’ dalam Debt 
Financing menyangkut berbadai tipe dari kontrak jual beli tangguh (Deferred Contract of 
Exchange) yang meliputi transaksi-transaksi berikut: 
a) Jual Beli 
Al Murabahah, yaitu kontrak jugal beli dimana barang yang diperjualbelikan 
tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang 
Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh). November 14-15. 2018 
Reconstruction on Sharia Sciences in Facing Contemporary Law Problematics/ 245 
disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus 
(Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan 
nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus. 
Al Bai’ Bitsaman Ajil, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang 
diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga atas barang 
tersebut dibayar secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam prakteknya, 
pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara 
angsuran. 
Bai’as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang 
diperjualbelikan dibayar dengan segera secara sekaligus, sedangkan penyerahan atas 
barang tersebut dilakukan kemudian. Bai’as Salam ini biasanya dipergunakan untuk 
produk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai 
pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dahulu sedangkan nasabah 
menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban 
nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan Paralel 
Salam, yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba. 
Bai’al Istishna, hampir sama dengan Bai’as Salam, dimana harga atas barang 
tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-
syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan 
diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (Mustashni ke-
1) kepada pemilik/pembeli proyek (bohir) dan mensubkannya kepada kontraktor 
(Mustashni ke-2). 
b) Sewa Beli 
Sewa dan Sewa Beli (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina) oleh para ulama secara bulat 
dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini 
secara konvensional dikenal sebagai lease dan financing lease. Al Ijarah atau sewa, 
adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat 
atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan pilihan untuk membeli barang yang 
disewakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut Al Ijaraha wa Iqtina, 
dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah 
(sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang. 
3). Al Qard al Hasan 
Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan 
fasilitas yang disebut Al Qard al Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak 
yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar 
kembali pokok pinjamannya, walalupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan 
imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima 
imbalan apapun. 
b. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 
Lembaga Keuangan Syariah menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut adalah dalam 
kapasitasnya sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para 
nasabah sebagai shahib al maal, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank melalui 
rekening-rekening sebagai berikut: 
1) Rekening koran 
Jasa simpanan dana dalam bentuk Rekening Koran diberikan oleh lembaga keuangn 
syariah dengan prinsip Al Wadi’ah yad Dhamanah, dimana penerima simpanan 
bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan 
tersebut. Dengan prinsip ini, bank menerima simapan dana dari nasabah yang memerlukan 
jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. 
Jadi, Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakannya selama dana 
tersebut mengendap di bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh 
saldo yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan pembayaran 
kembali dari bank atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari 
penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah hak bank. Bank diperbolehkan 
memberikan bonus kepada nasabah atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian. 
Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan rekening koran tersebut. 
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Berdasarkan prinsip wadiah ini penerima simpanan juga dapat bertindak sebagai Yad 
al Amanah (tangan penerima amanah), artinya ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan 
atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan jika hal itu bukan akibat kelalaian atau 
kecerobohan yang bersangkutan (force majure). Penerapannya dalam perbankan dapat kita 
saksikan, misalnya dalam pelayanan safe deposit box. 
2) Rekening tabungan 
Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan 
tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan memperoleh 
keuntungan berdasarkan prinsip Wadi’ah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk 
menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian 
atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai perjanjian yang disepakati. Bank 
menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana 
tersebut adalah milik bank, namun berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan 
imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku 
tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. 
3) Rekening investasi umum 
Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari dana 
mereka dalam bentuk rekening investasi umum berdasarkan mudharabah mutlaqah. 
Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan 
tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank 
bertindak sebagai Mudharib dan nasabah bertindak sebagai Shahib al Maal, sedang 
keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana 
tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian 
tersebut dan bank kehilangan keuntungan. 
4) Rekening investasi khusus 
Bank dapat juga menerima simpana dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam 
bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan prinsip 
mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya 
dinegosiasikan secara kasus per kasus (Mudharabah Muqayyadah). 
c. Produk Jasa 
1) Rahn 
Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan 
uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang 
beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk 
tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan 
konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dsb. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat 
apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. 
2) Wakalah 
Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada 
perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) 
atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri (L/C ekspor). 
Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. 
3) Kafalah 
Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga 
keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Guarantee), baik dalam 
rangka mengikuti tender (Bid bond), pelaksanaan proyek (Performance bond) atau pun 
jaminan atas pembayaran lebih dulu (Advance Payment bond) 
4) Hawalah 
Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. 
Prakteknya dapat dilihat pada transaksi anjak hutang (Factoring). Namun kebanyakan 
ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan hutang 
piutang tersebut. 
5) Jo’alah 
Jo’alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu 
kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak 
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kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam 
menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah. 
6) Sharf 
Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta 
asing dimana mata uang asing tersebut dipertukarkan dengan mata uang domestik atau 
mata uang asing lainnya. 
Lembaga keuangan syariah dapat menerapkan prinsip ini dengan catatan harus 
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberap hadits, yaitu: 
a. Harus tunai, 
b. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak, 
c. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalamjumlah/kuantitas yang sama. 
 
 
Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil 
 
SISTEM BUNGA SISTEM BAGI HASIL 
a. Penentuan besarnya hasil (bunga) 
dibuat sebelumnya (pada waktu 
akad) tanpa berpedoman pada 
untung rugi, 
a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat 
pada waktu akad dengan borpedoman pada 
kemungkinan untung rugi (besarnya 
jumlah diketahui sesudah berusaha, 
sesudah ada untungnya) 
b. Besarnya presentase (bunga/ nilai 
rupiah) ditentukan sebelumnya, 
berdasarkan jumlah uang yang 
dipinjamkan 
b. Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan 
keuntungan yang paralel dengan 
menyepakati proporsi pembagian 
keuntungan untuk masing-masing pihak, 
belum tentu besarnya 
c. Jika terjadi kerugian ditanggung si 
peminjam saja berdasarkan 
pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan 
c. Jika Terjadi kerugian ditanggung kedua 
belah pihak yaitu si pemilik modal dan si 
peminjam 
d. Jumlah pembayaran bunga tidak 
rneningkat sekalipun keuntungan 
meningkat 
d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 
dengan peningkatan jumlah pendapatan 
e. Besarnya bunga yang harus dibayar 
si peminjam pasti diterima bank 
e. Keberhasilan usaha yang jadi perhatian 
bersama yaitu si peminjam dan si pemilik 
modal 
f. Umumnya agama (terutama Islam) 
mengecamnya 
f. Tidak ada yang meragukan sistem bagi 
hasil 
g. Berlawanan dengan Al Qur’an 
surat Luqman ayat 34. 
g. Melaksanakan Al Qur’an surat Luqman 
ayat 34 
 
 
PENGELOLAAN UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 
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